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ANALISIS DANA DESA DAN
HUBUNGANNYA DENGAN KE-
MISKINAN, KESENJANGAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI

Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc.

Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat

Pengantar

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkenalkan
Dana Desa (DD)

sebagai Dana Transfer dari Pemerintah ke Desa melaluj
Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana Desa mulai dialokasikan pada
tahun anggaran 2015 dengan formula alokasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah. Dana Desa mulai didistribusikan pada tahun
2015 dengan jumlah sebesar Rp 20,7 Triliun. Jumlah tersebut terus
meningkat hingga menjadi Rp 60 Triliun di tahun 2017 dan 2018 dan
Rp 70 triliun di tahun 2019, Dana Desa diperkirakan akan meningkat

terus sejalan dengan peningkatan pendapatan Negara dan jumlah Dana
Transfer ke Daerah, namun alokasi jumlah Dana Desa ditetapkan tidak

boleh melebihi sepuluh persen dari alokasi Dana Transfer ke Daerah di
dalam APBN.

Dengan Dana Desa dan jumlah yang semakin membesar, diperkirakan
akan mengubah distribusi dana antar daerah dan antar wilayah,
mengurangi tingkat kemiskinan di

wilayah pedesaan, serta
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah. Riset dan analisis
keterkaitan Dana

Desa dengan pengentasan kemiskinan dan
pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat sedikit. Diperlukan
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evaluasi terhadap distribusi Dana Desa yang sudah berjalan, paling
tidak dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) mengingat jumlah yang
semakin membesar. Studi ringkas ini bertujuan untuk menganalisis
keterkaitan Dana Desa dengan tingkat dan kedalaman kemiskinan
di daerah, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian
ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan

pengalokasian dan penggunaan Dana Desa.

Kerangka Teori dan penelitian Sebelumnya

Desentralisasi fiskal gelombang kedua', barangkali merupakan
terminologi yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi yang
terjadi di Indonesia sejak diterapkannya Undang-Undang No 6 Tahun
2014 Tentang Desa. Undang-undang mengharuskan Pemerintah untuk
mengalokasi dana di APBN sebesar 10% dana transfer ke daerah untuk
Desa. Selain itu, Kabupaten/Kota juha harus mengalokasikan minimum
sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)
yang diterimanya untuk Desa. Kedua jenis data tersebut (Dana Desa
dari APBN dan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota menyediakan

jumlah dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah

Desa secara otonom.

Desentralisasi Fiskal dapat diimplementasikan dengan dua pendekatan.
Pertama yaitu melakukan desentralisasi kewenangan untuk mengelola
pajak. Kedua adalah desentralisasi kewenangan untuk melakukan
pengeluaran. Dalam kasus Pemerintahan Desa di Indonesia, pendekatan
pertama sangat tidak mungkin untuk dilakukan karena tidak ada
penugasan kewenangan perpajakan ke Desa. Yang terjadi hanyalah
desentralisasi pengeluaran untuk fungsi tertentu yang didelegasikan
ke Desa. Fungsi secara umum dari Pemerintahan Desa sudah ditetapkan
dalam Undang-Undang Desa dan diikuti dengan penyediaan dana,
namun detailnya masih perlu diperijelas. Kebijakan lebih lanjut mengenai

detail fungsi pemerintahan desa diperlukan.

1 Desentralisasi Fiskal pertama di di Indonesia terjadi tahun 2001, ditandai dengan peningkatan secara

drastis dana transfer ke daerah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan desentralisasi kewenangan, terutama untuk

pembayaran gaji sekitar 1,1 juta PNS Pusat yang dijadikan PNS Daerah (Handra, 2005).
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Dari sudut pandang ekonomi, tujuan utama dari desentralisasi fiskal

RNAEm el neindeian dend Sonom e ASWINAN
layanan publik lokal yang lebih efisien dan efektif. Pendekatan
desentralisasi pertama (kewenangan perpajakan) dicapai melalui model
penyediaan layanan publik lokal yang dikemukakan Tiebout (1956).
Tiebout mengasumsikan rumahtangga mudah berpindah-pindah dan
memutuskan untuk tinggal di lokasi yang cocok dengan preferences
mereka tentang pajak dan barang/jasa yang disediakan. Model tesebut
menjelaskan bawah pemerintah lokal berkompetisi dalam menawarkan
tingkat/jenislayanan yang disediakan dan tingkat pajak yang dikenakan

dan masyarakat memilih dengan kakinya (choose by their feet).

Pendekatan kedua dari desentralisasi fiskal dipengaruhi oleh teori
desentralisasi Oates yang menyatatakan bahwa penyelenggaraan
desentralisasi memaksimumkan kesejahteraan sosial karena adanya
perbedaanpreferensiantarawilayahdanketiadaanefekspill-over(Oates,
1972). Asumsi dari teori Oates adalah bahwa sentralisasi menyediakan
barang publik yang seragam dan Pemerintah berjalan untuk
memaksimumkan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, kedua
teori (Tiebout dan Oates) menyediakan kerangka teori untuk mencapai

alokasi sumber daya yang efisien melalui kebijakan desentralisasi.

Dalam konteks Dana Desa di Indonesia yang sudah dialokasi sejak 2015
hingga sekarang, diperkirakan akan berdampak terhadap beberapa
variabel makro. Penyaluran Dana Desa akan meningkatkan sumber
fiskal desa untuk melaksanakan pembangunan serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap
layanan pendidikan, kesehatan dan kemudahan transportasi. Seterusnya
Dana Desa berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber
pendanaan usaha mikro dan kecil melalui program pemberdayaan,
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi warga
desa. Peningkatan kegiatan ekonomi ini pada akhirnya berpotensi
untuk meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan dan
mengurangi kemiskinan di perdesaan. Selain Dana Desa, menurut No 6
Tahun 2014, Pemerintah Daerah juga harus menyalurkan Alokasi Dana
Desa (ADD) yang bersifat mandatory untuk mendanai belanja aparatur
desa. ADDdipastikan mengurangi sumber fiskal Daerah untuk mendanai

program/kegiatan lintas desa dan kecamatan seperti perbaikan jalan
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kabupaten. Sehingga juga berpotensi menurunkan kinerja daerah secara

keseluruhan.

Penelitian emperis sebelumnya terkait dengan implikasi dari gelombang
desentalisasi fiskal kedua di Indonesia ini masih sangat sedikit, karena
baru saja dimulai. Penelitian yang sudah ada terkait dengan distribusi
dana dan formula distribusi Dana Desa tersebut, seperti penelitian yang
dilakukan oleh Lewis (2015) dan Rochim, dkk (2016) yang menganalisis
formula mendistribusikan Dana Desa dan dampaknya terhadap
distribusi dana antar Desa di Indonesia. Penelitian ini melanjutkan
studi sebelumnya yang dilakukan Handra, dkk (2016) yang fokus
kepada analisis formula Dana Desa dan kaitannya dengan program
penanggulangan kemiskinan dengan kesimpulan bahwa “formula Dana
Desa menghasilkan distribusi dana yang timpang antar kabupaten/kota
dan antar wilayah serta kurang adil jika dikaitkan dengan kebutuhan
Dana Desa untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan peningkatan

akses penduduk miskin terhadap layanan publik”.

Metodologi

Unit Analisis dari penelitian ini adalah pada level Propinsi. Analisis
kuantitatif dilakukan, baik inferensial maupun deskriptif yang
didukung oleh data sekunder. Data yang digunakan untuk analisis
adalah data sekunder tiga tahun terakhir (2015-2017) tentang Dana Desa
yang didapatkan dari web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Kemudian indikator perekonomian berupa pertumbuhan PDRB, tingkat
dan kedalaman kemiskinan, dan data kependudukan sebagian besar bisa
didapatkan dari web Badan Pusat Statistik.

Analisis Korelasi

Untuk menganalisis hubungan Dana Desa dengan kemiskinan,
ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah digunakan
pendekatan parsial, dimana yang diukur adalah korelasi antara (i) dana
ke daerah akibat adanya Dana Desa terhadap (i) penurunan jumlah
penduduk miskin, (iii) gini rasio, (iv) indeks kedalaman kemiskinan
di daerah dan (v) pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis korelasi

dilakukan antara variabel Dana Desa per kapita dengan dengan variabel
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penurunan jumlah penduduk miskin dan perubahan indeks kedalaman
kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Analisis Deskriptif

Selain itu juga dilakukan analisis deskriptif terhadap data sekunder yang
tersedia, terutama untuk melakukan mapping terhadap distribusi Dana
Desa dengan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil Penelitian dan Analisis
Dana Desa dan Kemiskinan

Analisis korelasi antara Dana Desa (diwakili oleh variabel Ln Dana Desa

per kapita) dengan penurunan kemiskinan di Perdesaan (prosentase

penurunan kemiskinan di Perdesaan year on year pada maret 2016)
memperlihatkan bahwa Dana Desa per kapita tahun 2015 memiliki
korelasi positif dan signifikan dengan penurunan kemiskinan (r=0,55).
Korelasi positif dan sedikit di atas 0,5 (signifikan) memperlihatkan
bahwa daerah Propinsi yang menerima Dana Desa per kapita yang
relatif besar mengalami penurunan kemiskinan di perdesaan yang besar

juga untuk tahun 2015.
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Tabel 4. Korelasi Antara Dana Desa dan Pertumbuhan

Ekonomi

!
LDDKap | LDDKap Pertumbuh Pertumbuh |
s | gons (O Croneemiian ERanes
2015 2016
LDDKap2015 i 1.000" ] 041 : 237
LDDKap2016 1.000" 1 - 041 238
Perumbuhan -
Ekonomi 2015 -041 -041 1 624
Pertumbuhan =
Ekonomi 2016 237 238 624

** Korelasi signifikan pada tingkat p=0.01 (2-tailed)

Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah
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Sedangkan untuk Dana Desa 2016, analisis korelasi menunjukkan
hubungan yang tidak signifikan antara Dana Desa per kapita 2016
dengan prosentase penurunan kemiskinan di perdesaan pada semester
12017. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa meskipun Dana Desa
sudah semakin besar di tahun 2016, namun tidak berasosiasi dengan
penurunan kemiskinan di perdesaan.

Dana Desa dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Dana Desa juga diduga berkorelasi dengan penurunan kedalaman
kemiskinan di perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dihitung
oleh BPS setiap semester dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas). Angka yang sudah dirilis terakhir adalah pada bulan maret
2017. P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-
masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi
nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis
kemiskinan (BPS). Hasil analisis korelasi antara Dana Desa per kapita
yang diterma propinsi pada tahun 2016 dengan perubahan P1 perdesaan
(selisih P1 Perdesaan tahun 2017 dengan 2016) memperlihatkan
hubungan yang negatif (-0,523) dan signifikan. Dari hasil ini dapat
ditarik kesimpulan bahwa Dana Desa 2016 berkorelasi negatif dengan
penurunan indeks kedalaman kemiskinan. Angka korelasi sebesar
0,523 memperlihatkan bahwa Dana Desa 2016 berpotensi menurunkan
kedalaman kemiskinan di perdesaan.
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Tabel 2. Analisis Karelasi antara Dana Desa
Per Kapita 2016 dengan Perubahan (Selisih)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2017
dan 2016

Selisih P1
2017-2016
Perdes
'DDKap2016 1 -523"
‘Selisih P12017-2016

Perdes
**. Korelasi signifikan pada tingkat p=0,01

Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah

DDKap
2016

-523" 1

Dana Desa dan Ketimpangan

BPS mengeluarkan data Gini Koefisien per propinsi untuk perdesaan,
perkotaan dan keduanya. Dalam penelitian ini digunakan data Gini
Koefisien perdesaan, dengan asumsi bahwa Dana Desa mempengaruhi
gini koefisien di perdesaan. Analisis ini mengukur hubungan antara
Dana Desa per kapita yang diterima oleh Propinsi dengan Perubahan
Gini Koefisien (Delta Gini) perdesaan. Delta Gini 2017-2016 diukur
dengan selisih antara Gini 2017 (pada bulan maret 2017) dengan Gini
2016 (pada bulan maret) dan Delta Gini 2016-2015 merupakan selisih
antara Gini 2016 dengan Gini 2015. Artinya jika Delta Gini bernilai
positif mengindikasikan terjadinya peningkatan ketimpangan, jika
Delta Gini bernilai negatif memperlihatkan terjadinya penurunan
ketimpangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika terdapat
hubungan yang signifikan dan positif antara Dana Desa per kapita
dengan Delta Gini, berarti daerah yang menerima Dana Desa per
kapita tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan ketimpangan dan
sebaliknya hasil analisis korelasi antara Dana Desa per kapita (2015 dan
2016) dengan perubahan gini koefisien (Delta Gini 2015 ke 2016 dan
Delta Gini 2016 ke 2017) memperlihatkan bahwa hubungan antara Dana
Desa dengan ketimpangan tidak signifikan (lihat tabel 3). Meskipun
demikian, jika diperhatikan tandanya, hubungan Dana Desa per kapita
dengan Delta Gini Perdesaan tahun 2015 terlihat negatif. Artinya ada

=5 )
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sinyal bahwa distribusi Dana Desa 2016 berkorelasi dengan penurunan
ketimpangan namun tidak signifikan untuk mengambil kesimpulan.
Untuk tahun Dana Desa 2016, sinyalnya justru terbalik, yaitu korelasi
antara Desa Desa per kapita dengan Delta Gini Perdesaan tahun 2016
bertanda positif, yang berarti ada sinyal distribusi Dana Desa justru

meningkatkan ketimpangan, namun tidak signifikan untuk menarik

kesimpulan.

Tabel 3. Korelasi Antara Dana Desa dan

Perubahan Gini Koefisien

LDDKap | LODKap Delta Gint | Delta Gini
2015 2016 Perdesaan | Perdesaan
) 1615 1716
LDDKap2015 1] 1000 -224 264
LDDKap2016 1.000" 1 -231 267
Delta Gini Perdesaan 224 231 4 002
1615
Delta Gini Perdesaan 284 267 002 1
1716
** Korelasi signifikan pada tingkat p=0.01 (2-tailed)
Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah
Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan
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Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi

Analisis ini mengambarkan hubungan antara Dana Desa per kapita
yang diterima oleh Propinsi dengan pertumbuhan ekonomi. Data
pertumbuhan ekonomi per propinsi tahun 2015 didapatkan dari situs
BPS sedangkan data pertumbuhan ekonomi Propinsi tahun 2016 adalah
data yang didapatkan dari Laporan Nusantara Kajian Ekonomi dan
Keuangan Regional yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan dirilis pada

Februari 2017.

Tabel 4. Korelasi Antara Dana Desa dan Pertumbuhan

Ekanomi

LDDKap | LDDKap Peﬁumbuhl Pertumbuh
2015 2016 an Ekonomi|an Ekonomi
2015 2016

LDDKap2015 1l 1.000" -041 237
LDDKap2016 10007 1 -041 238
Perfumbuhan o
Ekenomi 2015 ok T i beA
Pertumbuhan "
Ekonomi 2016 ot e i
**_Korelasi signifikan pada tingkat p=0.01 (2-tailed)

Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah
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Analisis korelasi antara Dana Desa per kapita (2015 dan 2016) dengan
pertumbuhan ekonomi (2015 dan 2016) memperlihatkan bahwa
hubungan antara Dana Desa dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi
tidak signifikan baik untuk tahun 2015 maupun untuk tahun 2016
(lihat tabel 4). Jika diperhatikan tandanya (sign), Dana Desa tahun 2016
berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi 2016, namun tidak
cukup signifikan untuk mengambil kesimpulan tersebut. Untuk tahun
2015, sama sekali tidak bisa dilihat tandanya, karena nilai korelasinya

mendekati nol.

Pemetaan Kinerja Propinsi Dan Kaitannya Dengan
Distribusi Dana Desa

Distribusi Dana Desa dan Penurunan Kemiskinan

Pada tabel 5 dihasilkan matriks yang mengelompokkan Propinsi ke
dalam empat kuadran untuk data tahun 2016. Kuadran [ adalah Propinsi
yang meneria Dana Desa Per kapita di bawah rata-rata nasional
namun mengalami penurunan kemiskinan di atas rata-rata nasional.
Dengan kata lain Propinsi di kuadran I ini adalah propinsi yang kinerja
penurunan kemiskinannya baik dan terutama bukan didorong oleh

Dana Desa

Propinsi pada kuadran II adalah Propinsi yang penurunan
kemiskinannya sejalan dengan besaran Dana Desa yang diterima (Dana
Desa per kapita di atas rata-rata nasional dan penurunan kemiskinan
juga di atas rata-rata nasional)

Propinsi pada kuadran III (sama halnya dengan kuadran II) adalah
Propinsi yang penurunan kemiskinannya juga sejalan dengan besaran
Dana Desa yang diterima (Dana Desa per kapita di bawah rata-rata

nasional dan penurunan kemiskinan juga di bawah rata-rata nasional)

Propinsi pada kuadran IV adalah Propinsi yang kinerja Dana Desanya
rendah dikaitkan dengan penurunan kemiskinannya. Dana Desa per
kapita yang diterima di atas rata-rata nasional, namun penurunan
kemiskinan juga di bawah rata-rata nasional. Jumlahnya jauh lebih

banyak dari Propinsi pada kuadran I.
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Jumlah terbanyak adalah pada Kuadran IV yaitu 12 Propinsi
yang memperlihatkan bahwa Dana Desa belum optimal untuk
mendorong pengentasan kemiskinan. Pengelompokkan ini sekaligus
mengkonfirmasi hasil analisis korelasi yang hanya pada level 0,55 (tidak
cukup kuat).

Tabel 5. Matriks Pengelompokan Daerah Berdasarkan Distribusi DD dan
Penurunan Kemiskinan

DD Per kapita dibawah | DD 2016 Per kapita di atas
rata-rata nasional rata-rata nasional -
]
Sulawesi Utara

Kalimantan Tengah

Penurunan Jumiah
Kemiskinan di atas
rata-rata nasional

(2016) Sulawesi Tenggara
Jambi
Sulawesi Barat
Kalimantan Barat
‘ Sumat Utara
Penurunan Jumlah m ‘ =
Kemiskinan di bawah Nusa Tenggara Barat
rata-rata nasional Jawa Tengah
(2;01'6)/ : Kalimantan Timur
DI Yogyakarta
Lampung

Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Sumatera Barat

Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah

Distribusi Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi

Selanjutkan pada tabel 6 dihasilkan matriks yang mengelompokkan
Propinsi ke dalam empat kuadran untuk data tahun 2016. Kuadran I
adalah Propinsi yang meneria Dana Desa Per kapita di bawah rata-rata
nasional namun mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata
nasional. Dengan kata lain Propinsi di kuadran I ini adalah propinsi

yang pertumbuhan ekonominya tidak didukung oleh Dana Desa.

Propinsi pada kuadran II adalah Propinsi yang pertumbuhan

ekonominya sejalan dengan besaran Dana Desa yang diterima (Dana
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Desa per kapita di atas rata-rata nasional dan pertumbuhan ekonomi

juga di atas rata-rata nasional)

Propinsi pada kuadran III (sama halnya dengan kuadran II) adalah
Propinsi yang pertumbuhan ekonominya juga sejalan dengan besaran
Dana Desa yang diterima (Dana Desa per kapita di bawah rata-rata

nasional dan pertumbuhan ekonomi juga di bawah rata-rata nasional)

Propinsi pada kuadran IV adalah Propinsi yang kinerja Dana Desanya
rendah dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dana Desa per kapita
yang diterima di atas rata-rata nasional, namun pertumbuhan ekonomi

di bawah rata-rata nasional.

Jumlah terbanyak berada pada kuadran II, artinya terdapat 15 propinsi
yang pertumbuhan ekonominya didorong juga oleh Dana Desa. Namun
secara statistik hubungan tersebut belum signifikan untuk pengambilan
kesimpulan

Tabel 6. Matriks Pengelompokan Propinsi Tahun 2016

DD 2016 Perkapitadi | DD 2016 Per kapita di atas
_ | bawahrata-rata nasional | rata-rata nasional =
Pertumbuhan Ekonomi n
diatasrata-rata Sulawesi Tengah
nasional (2016) Papua
- Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Kalimantan Tengah

Jambi

Sulawesi Utara

Sulawesi Barat

Maluku Utara

Maluku

Bengkulu

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Sumatera Utara

- - Sumatera Selatan
Pertumbuhan Ekonomi T - v
dibawahrata-rata | Lampung Papua B ‘
nasional (2016) | DI Yogyakarta
_ - Bangka Belitung e -

Riau Calimz
Kalimantan Timur ...

Sumber: Data BPS dan Kemenkeu, diolah
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Sebaliknya terdapat empat Propinsi yang tetap berada di kuadran
IV, yang berarti kinerja penurunan kemiskinan dan pertumbuhan
ekonominya di bawah rata-rata nasional meskipun mendapat Dana

Desa per kapita di atas rata-rata nasional, yaitu:
1. Propinsi Aceh

2. Propinsi Kalimantan Selatan

3. Propinsi Papua Barat

4. Propinsi Kalimantan Utara

Kesimpulan dan Rekomendasi

Analisis data sekunder dengan metode korelasi menunjukkan bahwa
hubungan distribusi Dana Desa dengan penurunan kemiskinan sangat
lemah dan tidak bisa disimpulkan. Penelitian ini mendeteksi adanya
hubungan positif antara distribusi Dana Desa dengan penurunan
tingkat kemiskinan pada tingkat Propinsi untuk Dana Desa 2015 (yang
berkorelasi positif dengan penurunan kemiskinan pada Maret 2016).
Namun hubungan positif itu tidak berlanjut untuk Dana Desa 2016
(korelasinya dengan penurunan kemiskinan pada Maret 2017 tidak
signifikan). Selanjutnya analisis korelasi antara Dana Desa dengan
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 pada tingkat propinsi
menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan. Artinya,
penelitian ini belum dapat menyimpulkan keterkaitan Dana Desa

dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementaraitu,hasilanalisiskorelasiantaraDanaDesa2016denganindeks
kedalaman kemiskinan tahun 2017 di tingkat propinsi menunjukkan
bahwa distribusi Dana Desa berkorelasi dengan penurunan kedalaman
kemiskinan di perdesaan. Analisis data sekunder antara Dana Desa
dengan gini koefisien di perdesaan pada tingkat Propinsi menunjukkan
hubungan keduanya tidak signifikan. Dengan kata lain dapat dikatakan
bahwa distribusi Dana Desa tidak punya asosiasi dengan penurunan
ketimpangan di perdesaan, meskipun data 2015 dan 2016 menunjukkan

terjadinya penurunan ketimpangan secara nasional.
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Rekomendasi

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat hubungan
Dana Desa terhadap penurunan kemiskinan, namun Korelasinya sangat
lemah. Temuan ini terkonfirmasi oleh penelitian Handra dkk (2016) yang
menyimpulkan bahwa formula Dana Desa kurang tepat mengakomodasi
kebutuhan Dana Desa untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Untuk
itu, sangat penting untuk terus memperbaiki formula distribusi Dana
Desa jika menginginkan dampak yang lebih optimal untuk penurunan

tingkat kemiskinan.

Lemahnya dampak Dana Desa terhadap kemiskinan juga terlihat
disebabkan oleh kinerjanya yang berbeda antar Propinsi, sebagaimana
terlihat dari matriks pengelompokkan. Terdapat Propinsi yang kinerja
penurunan kemiskinannya di bawah rata-rata nasional, padahal jumlah
Dana Desa per kapita yang diterima di atas rata-rata nasional. Untuk
daerah-daerah tersebut, perlu dilakukan supervisi yang lebih baik agar

Dana Desa lebih berdampak terhadap penurunan kemiskinan.
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